
Penyusunan APBD 
APBDP berdasarkan 
ketentuan baik secara 
tanggal/waktu maupun 

ketentuan lainnya

Koordinasi dan 
Pengelolaan 

Perbendaharaan Daerah

Indikator :
Realisasi Pencairan 

anggaran tepat waktu 
sesuai RAK

Persentase kegiatan 
penunjang urusan 

kewenangan pengelolaan 
keuangan daerah yang 

dilaksanakan

Koordinasi dan 
Penyusunan Rencana 

Anggaran Daerah

Indikator :

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indikator :
Persentase Penambahan nilai aset tetap

Penunjang Urusan 
Kewenangan Pengelolaan 

Keuangan Daerah

Indikator :

Koordinasi dan 
Pelaksanaan Akuntansi 

dan Pelaporan Keuangan 
Daerah

Indikator :

 Persentase msyarakat Dalam melaksanakan 
kewajiban membayar Pajak

Indikator :
Persentase PAD 

terhadap Pendapatan 
Daerah

 Pengelolaan Pendapatan 
Daerah

Meningkatkan Pendapatan asli Daerah

Indikator :

Pengelolaan Pendapatan 
Daerah

Penyusun Laporan 
Keuangan daerah yang 
tepat waktu dan sesuai 

SAP

Persentase ketepatan waktu pelaporan 
penyajian data BMD 

Indikator :
Jumlah Pencapaian 

Pendapatan Asli Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indikator :

Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Indikator :
Nilai AKIP Badan Pengelola Keuanagan Daerah

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan 
Daerah

Opini atas Laporan Keuangan oleh BPK RI
Indikator :

Administrasi keuangan 
perangkat daerah

Indikator :
Persentase Pemenuhan 

Layanan administrasi 
Keuangan Perangkat 

Daerah

Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 

Daerah

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Indikator : Indikator :
Persentase Pemenuhan 

layanan administrasi 
Kepegawaian Perangkat 

daerah

Persentase pemenuhan 
layanan administrasi 

umum perangkat daerah

Persentase Pengadaan 
BMD yang Tuntas 

Dilaksanakan

persentase Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

yang terpenuhi

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah 
Daerah

Indikator :
Persentase ketersediaan 

barang milik daerah 
berkondisi baik

Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah 

Daerah

Penyediaan Jasa 
Penunjang urusan 
Pemerintah Daerah

Indikator : Indikator :

POHON KINERJA

Cakupan pembinaan dan 
pengawasan pengelolaan 

pendapatan

Persentase Penerapan 
Sistem Informasi 

Keuangan Berbasis Digita

Persentase laporan keuangan Pemerintah 
Daerah yang disampaikan sesuai jadwal 
yang diatur dalam peraturan perundang - 

undangan

Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur 
Pelayanan Publik

Persentase Realisasi Anggaran Belanja 
Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Indikator :
Persentase Pengelolaan Aset OPD

Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator :
Persentase Belanja Pegawai di Luar 

Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui 
TKD

Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota

Persentase pemenuhan urusan penunjang yang 
dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah

Indikator :

Meningkatnya kualitas  pengelolaan keuangan, aset daerah dan 
Pendapatan asli daerah




	Pohon Kinerja BPKD

